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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEB0NG 
N0M0R 1 TAHON 2018 

TENTANO 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASI, TUOAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN 

PADA OINAS UNGKUNOAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENOAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANO LEBONO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) 
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor I 2 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan KJasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Tekni• Daerah, serta Pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Oaerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerab 
Persampahan pada Dinas Llngkungan Hidup Kabupaten 
Rejang Lebong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik lndonc,.ia Tuhun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor I 2 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengi,.n Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Nomor 5679); 
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Memperhatikan 

Menetapkao : 

'. 

S. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang 
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun J 968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2854); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerab {Lcmbaran Negara Republik I ndonesia 
Tahu.n 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20·36); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Urut Pelaksana Teknis Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor4SI); 

9. Peraluran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan da.n Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Rejang Lcbong Tahun 2016 Nomor 
118). 

L Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 52 Tahun 2016 
tcntang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, sert.0; Tata Kerja Dino.s Lingkung_a.n Hidup 
Kabupatcn Rej ang Lebong (Berita Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 398); 

2. Surat Oubemur Bengl<ulu Nomor : 06I/1093/B.5/20I7 
tanggal 28 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi 
Pembentukan Unit Pelnksana Teknis Daerab {UPTO) d.i 
Lingkungan Pemerin!ah Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEN'll.JKAN, 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PERSAMPAHAN PAOA DINAS LINGKUNGAN HIOUP 
KABUPATE:N Re:JANG LEBONG 

BABI 
KETE:NTUAN UMUM 

Pasal I 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalab Kabupaten Rejang Lebong. 
2 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pcmerin tahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otononli seluas-luasnya 
dalarn sistcm dan prinsip Negara .Kesatuan Republik I ndonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu n 
1945. 
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~ ,: Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Oaerah yang memimpln pelaksanaan urusan pemerintahan 
yane; menjadi ke wenangan daerah otonom. 

4. Bupatl adalah Bupati Rejang Lcbong. 
5. Pera.ngkat Daerah adalah unsur pembantu Bu pati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang tetdiri <Lari liekretariat daeoah sekretariat DP.RD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kel~rahan. 

6 . Dina$ Llngkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 
L.ingku ngan Hidup (<abupaten Rejang f.ebong. 

7. Kepala Dinas Lingku'.'gan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas 
adalah Kcpala Dinas Lmgkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong. 

8 . Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Sekreta.ris 
Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabu.paten Rejang Lebong; 

9. Unit Pelaksana Tcknis Daerah Persarnpaban yang sclanjutnya disingkat 
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasiona l 
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong. 

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan yang selanjutnya 
d isingkat Kepala UPTO adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Persampahan padn Dinas Lingkungan Hidup l<abupaten Rejang Lebong. 

I I. Kepala Sub Bagia n Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan. 

12. Tugas teknis operasional adalah lugas untuk melaksana.kal'.\ kegiatan teknis 
tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 

13. Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah yang selanjutnya dising)cat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daeraih yang dibahas dan 
disetujui bersama PcmerintJ\h Daerah dan DPR D, dan ditetapkan 
berdasatka.n Peraturan Oaerah tentang APBD. 

14. Pegawai Nege,i Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
lndonesia yang memenuhi syaral tertentu, diangkat scbagai Pegawai ASN 
secara <~\!Ip oleh pejabat pembina kepegawaian untuk rnenduduki jabatan 
pemerintahan. 

l S. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
kete1•an1pila.1l tertentu. 

16. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, da_n bak seseorang Pegawai Ncgeri Sipil daJam 
rangka memimpin suaw satuan organisasi negara. 

BAB II 
PEMBENTIJKAN 

Pasal2 

Dengan Peraturan Bupali ini dibentuk UPTD Persa~1pah_an pada DU1as 
Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong, dcngan klas1ukas1 UPTD Kelas A. 

BAB IU 
WlLAYAH Ke:RJA 

Pasal 3 

Wilayah kerja UPTO sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam wilayah 
Kabupaten Rejang Lebong yang membawahi : . 
a. Te1npal Pemro~san AkhU' Sa.mpah Kecamatan Bermru1t Ulu Raya!· dan 
b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kecamatan Padang lTlak Tanding. 
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BAB IV 
KEDUOUKAN 

Pasa!4 

( ! ) U_PTD merupakan u~sur kegiatan teknis operasional Oinas sesuai dengan 
b1dang urusan pemenntahan yang diseJenggarakan. 

(2) UPTD scball;aimana dimaksud pada ayat (1) ber.ada di bawah dan 
bcnanggungJawab kepada Kepala Dinas. 

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada aya1 ( I ) menupakan bagian dari 
Perangka t Daerah. 

BAB V 
SUSUNAN ORGANISASI 

PasalS 

(l ) Susunan Organisasi UJ>TD tcrdiri dari : 
a. Kepala UPTO; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan F'ungsional. 

(2) St.ruktu r Organisasi UPTO sebagaimana dimaksud pad.a ayat (.1), tcrcantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB VT 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala UPTO 

Pasal 6 

( I) Kepala UPTD mernpu nyai tugas melaksanaka n sebagian tugas Dinas di 
bidang pengelolaan persampahan. 

(2) Un tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepala 
UPTD mempu nyai fungsi ; 
a. pelaksanaan pcmilahan, pengumpulan, d.an pengangkutan 

sampah/rcsidu dari sumber sampah kc TPS dan/atau TPS3R; 
b. pelaksanaan pemila han, pengumpulan , dan pengangkutan 

sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau 
TPST; 

c. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang 
materi dan mengubah sampah mcnjadi sumber energi); 

d. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, 
penutupan tanah , pcngolahan tindj, penanganan gas.); . 

e. pelaksanaan percncanaan, pemantauan dan evatuas1 daya dukung 
in frastruktur (fasil1tas dasar, fasHilas perJindungan lingku ngan , fasilitas 
operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST; 

f. pelaksanaan pe:rencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung 
sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkullU:1, pcngolahan dan 
pemrose,san akhir; 

g. pelaksanaan pemeliharaan infrastrUktur dan sa.rana pemilahan, 
pengu mpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir 
TPST/TPA; . 

h. pcnyampaJan saran dan informasi kepada KepaJa Dmas untuk penetapan 
kebijakan Jebih lanjut; 
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i. penyarnpaian laporan pela.ksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala 
Dmas; dan 

j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

13) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai,nana dimaksud 
pada ayat ( I) dan ayat (2), bcrada di bawah dan bcrtanggung jawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

Bagian Ked ua 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 7 

(I l Kcpala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tu gas melaksanakan administtasi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan pcrtengkapan di tingkungan 
UPTD. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaJmana dimaksud pada ayat (IJ, Kepala 
S ub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan reneana dan program kerja UPTD; 
b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD; 
c. pelaksanaa.n administrasi keuangan, kepcgawaian, perlengkapan dan 

pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD; 
d. penyusunan bahan laporan pertanggungfawaban pelaksanaan kegiatan 

UPTO; 
e. penyusunan den pengoordinasian program kerja yang berkaltan dengan 

bida.ng administras.i dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum
1 

keuangan, kepegnwaian dan p,erlengkapan; 
r. penyusunan dan mempersiapkan naskah dinas, mengeloJa kearsipan dan 

dokumentasi~ 
g. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan keta.taus.."\haan di 

lingku ngan UPTO; 
h. penyelenggarakan urusan rumah tangga UPT'Oi 
i. penyusunan, persiapan dan pengoorcHnasian rcncana anggaran UPTD; 
j. pelaksa..naan administrasi kcuangan1 kepe.gawaian dan perlcngkapan di 

lingkungan UPTD; 
k. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan 

UPTD; 
l. pembuatan laporan inventarisast ba.rang - barang inventaris di 

lingkungan UPTD; 
m. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala u·PTo di bidang 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta kctatausahaan lainnya~ 
n. pelaporan ha.sil kegiatan kepada Kepala UPTD; dan 
o. pelaksanaan fungsi lalnnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
(3) KepaJa Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) dan ayat (2), berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada KepaJa UPTO. 

Bagian Ket iga 
l<elompok Jabatan FungsionaJ 

PasalS 

( L) Kelompok Jabatan Fu ngsional, terdiri dari seju~ lah tenaga dal~ jenjang 
Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagru kelornpok sesuru dengan 
bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jaba1an Fungsional sebagaimana di'."aksud pada ~yat (I), 
dipimpin oleh seorang tenaga fungs10nal senior yang d1tU11JUk dan 
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 
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,"I Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ, 
d1tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jen,s _Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (!), ditetapkan 
sesuai dcngan ketentuan peraturan Perundang--undangan. 

BAB VJI 
KEPEOAWAJAN 

Pasa19 

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional, diangkat 
dan d1berhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan, 

Pasal 10 

(I) Kepala UPTD merupakanjabatan eselon IV.aataujabat:an pengawas. 
12) Kcpala Sub Bagian Tata Usaha mcrupakan jabatan cselon IV.b atau jabatan 

pengawas. 

BAB vm 
TATAKERJA 

Pasal 1 I 

(!) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mcnerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi da.n sinkronisasi, bruk di lingkungan m.aslllg-mesing UPTO maupun 
dcngan perangkat daerah lain yang ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi 
UPTD, 

(2) Kepala UPTD mclaksanakan sistcm pengenda)ian Internal di lingkungan 
masing-masing UPTD. 

(3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi.kan bawahan 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pclaksanaan tugas 
bawahan. 

(4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mclakukan pembinaan dan 
pengawasan di lingku ngan masing-masing UPTD serta mengambil langkah­
Jangkah yang diperlukan untuk penyelesa.ian masa.Jah sesuai dtngan 
peraturan perundang•undangan. 

Pasal 12 

(1) Kepala UPTD wajib mcnyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya 
secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala UPTD wajib mengolah laporan yang dlterima dari bawahan dan 
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memben'kan 
saran pertimbangan kepada Kcpala Dinas gu na perumusan kebijakan lebih 
lanjut. 

BAB IX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD 
Kabupaten Rejang Lebong dan s umber lain yang sah dan tidal< mengikat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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SABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala UPTD, Kepala Sub Sagian 
Tata Usaha, Kelompok Jabatan F'ungsional dan pelaksana pada UPTD yang 
lama, tetap menduduki jabatannya serta melaksanakan tugas dan fungsinya 
sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif berdasarkan Peraturan 
Supati ini. 

SABXJ 
PENUTUP 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejang 
Lebong Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Urut Pelaksana Teknis 
Persampal,an Pada Sadan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 16 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh BupatJ. 

Pasal 17 

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal %' rfanua~· 2018 

SEK 
KABUPATE 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal ;$ oattqo1·i 2018 

BUPATI Rl::JANG LEBONG, 



 

LAMPIRAN ; PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR f TAHUN 2018 
TANGGAJ, :J.( cJl/#(Jllk/ 2018 

STRVATtra ORGiuiiSASI UNiT i'ELAKS.n.iiA TAKiilS DAEiuui 
PERSAMPAHAl'I PADA DlNAS LINGKUl'IGAN HIDUP 

KABUPATENREJANGLEBONG 

KEPALA 
UPTD 

KEPALA SUB BAGlAN 
TATAUSAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

I I I I I II I 
I I I I I I I I 

BUPATI RE.JANG LEBONO, 

J ~ ~o~;~~i~ H. 
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